
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3),
Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat
(6), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3)
PeraturanDaerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong
Hewan, perlumenetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan;

b. bahwa dengan adanya peluang menaikan
pendapatandari sector pemeriksan ulang daging
beku maka peraturan WaH Kota Banjarmasin
Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Retribusi Rumah
Potong Hewan perlu dilakukan peru bahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu
meneteapkan peraturan Wali Kota ten tang
perubahan atas peraturan Wall Kota Banjarmasin
Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan.

Menimbang

WALlKOTABANJARMASIN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANWALlKOTANOMOR 69 TAHUN2021
TENTANGPETUNJUK PELAKSANAANPERATURANDAERAHKOTA

BANJARMASINNOMOR 7 TAHUN2017 TENTANGRETRIBUSI RUMAHPOTONG
HEWAN

TENTANG

PERATURANWALIKOTABANJARMASIN
NOMOR 2C TAHUN2022

WALlKOTABANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN



Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indoesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undangnomor 41 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5619);

5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan PErundang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
undang nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor6398)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa



kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5601);

9. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang PengelolaanKeuanganDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6322);

12. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan
Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6622);

13. Peraturan Menteri Dalam NEgeri nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaiman
atelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomo120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (BeritaNegaraRepublik Indosesia
Tahun 2018 Nomor157);



Dalam Peraturan WallKota Banjarmasin ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah KotaBanjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURANWALlKOTABANJARMASINTENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALl KOTA
NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANGPETUNJUK
PELAKSANAANPERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASINNOMOR7 TAHUN2017 TENTANG
RETRIBUSIRUMAHPOTONGHEWAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PEraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor63);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong
Hewan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor47);

17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69
Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong
Hewan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor69).



3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wall Kota adalah WallKota
Banjarmasin.

4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota
Banjarmasin.

5. Hewanadalah temak ruminansia (kambing,sapi, kerbau) dan unggas
6. Rumah PotongHewan selanjutnya disingkat RPHadalah suatu bangunan

atau kompleks bangunan dengandesain tertentuyang digunakan sebagai
tempat memotongHewanbagi konsumsi masyarakat umum.

7. Petugas adalah aparat yang melaksanakan tugas pelayanan dibidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan.

8. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan
penyakit hewan.

9. MedikVeteriner adalah PegawaiNegeriSipil yang diberi tugas tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan,
pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan.

10. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran
hewan, sertifikat kompentensi, dan kewenangan Medik Veteriner
/praktek dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

11. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang
berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung
atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusiadalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang
khusus disediakan darr/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

13. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan Rumah PotongHewan.

14. a. Hercuring adalah kegiatan pemeriksaan ulang daging beku beserta
produk olahannya yang berada di cold storage masing-masing
pemilik / pengelolaatau diluar RPH;

b. Retribusi herquring adalah pembayaran retribusi atas jasa
pemeriksaan ulang daging beku beserta olahannya yang masuk di
Wilayah Kota Banjarmasin baik dikelola oleh
Pemerintah,BUMN,BUMD,maupun pihak swasta.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi
tertentu.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok
Retribusi.

17. Bank Pembangunan Kalimantan Selatan (Perseroan Terbatas) yang
selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Perseoran Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan
Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari
Perusahaan Daerah MenjadiPerseroan Terbatas.



20BERITADAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2022 NOMOR
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Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 Fe br LLri ~'L 2
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WALIKOTABANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 3 .1:'1(;br unr-a 2C22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Pasa12

18. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan hewan oleh Dokter
Hewan Zpara Medik Veteriner sebelum dilakukan pemotongan.

19. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagian
lainnya oleh Dokter Hewan /para Medik Veteriner setelah selesai
dilakukan pemotongan.

20. Cold Storage adalah ruangan atau temp at yang dirancang khusus dengan
kondisi suhu tertentu yang digunakan untuk menyimpan daging dengan
tujuan mempertahankan kesegarannya dalam kondisi beku.

21. Ruminansia adalah hewan pemamahbiak (banyak lambung) pemakan
rumput atau daun seperti sapi, kerbau, unta, kambing dan sejenisnya.

22. Unggas adalah jenis hewan temak kelompok burung yang dimanfaatkan
untuk daging dan telur atau bulunya seperti ayam, kalkun, bebek dan
sejerusnya.

23. Diafkir adalah proses pembuangan bagian dari daging atau bagian bagian
lainnya yang diduga mengalami kelainan atau mencirikan suatu penyakit
yang tidak berpotensi Zoonosis.

24. Organoleptik adalah pemeriksaan daging secara fisik meliputi warna,
konsistensi, pH dan bau dari daging atau bagian-bagian lainnya.


